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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak : a. Bahwa Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dan dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur
tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan.

a. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan
untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar,
Timbang dan Perlengkapannya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987
tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk
Satuan Ukuran, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun



2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan
Pemerintah Nomor  19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor
25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Penilai Terhadap Unit Kerja dan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/10/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan
kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium kemetrologian, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan kemetrologian dan Pengelolaan
Laboratorium kemetrologian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon   Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

c. Peraturan daerah ini mengatur tentang:

BAB I – KETENTUAN UMUM;

BAB II – RETRIBUSI JASA UMUM meliputi jenis retribusi jasa umum, retribusi



penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor,
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak
peta, dan retribusi pelayanan tera/tera ulang;

BAB III – PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF;

BAB IV – STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;

BAB V – WILAYAH PEMUNGUTAN;

BAB VI – MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;

BAB VII – TATA CARA PEMUNGUTAN;

BAB VIII – TATA CARA PEMBAYARAN;

BAB IX – PEMANFAATAN;

BAB X – TATA CARA PENAGIHAN;

BAB XI – SANKSI ADMINISTRASI;

BAB XII – PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;

BAB XIII – KEDALUWARSA PENAGIHAN;

BAB XIV – KETENTUAN PIDANA;

BAB XV – KETENTUAN PENYIDIKAN;

BAB XVI – INSENTIF PEMUNGUTAN;

BAB XVII – KETENTUAN PERALIHAN;

BAB XVIII – KETENTUAN LAIN-LAIN;

BAB XIX – KETENTUAN PENUTUP.

Status : a. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 3 Mei 2012 dan
sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang:

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;

 Pasal-pasal yang mengatur tentang Retribusi dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 19    Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi
Tempat Parkir; dan

 Segala ketentuan/pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
sepanjang mengatur retribusi dan bertentangan dengan peraturan daerah ini.

b. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



c. Mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran
Daerah agar setiap orang mengetahuinya yaitu Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2012 Nomor 2 Seri C.1.


